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ABSTRAK

Terbitnya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.I1II/HK.00.7/10/2021 tentang
pernikahan dalam masa idah istri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia menuai
pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Surat
Edaran tersebut merupakan regulasi baru dalam hal permohonan pernikahan
di KUA yang mengatur bahwa duda hanya boleh melakukan pernikahan
dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah mantan istrinya.
Padahal, dalam hukum islam, duda diperbolehkan melakukan pernikahan
dengan perempuan lain tanpa menunggu masa idah mantan istrinya berakhir,
selagi tidak adanya mani’ syar’i. Di sisi lain, kedudukan hukum surat edaran
pada dasarnya merupakan instruksi administratif yang ditujukan kepada
aparatur di lingkungan internal, bukan peraturan perundang-undangan yang
mengikat masyarakat secara langsung. Namun dalam Surat Edaran ini,
ketentuannya justru membatasi hak para duda untuk menikah kembali
sebelum masa idah mantan istrinya berakhir, sehingga menimbulkan kesan
seolah-olah memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang.
Penerapannya di lapangan pun tidak seragam. KUA Kecamatan Siantan,
Kepulauan Riau, memilih tidak menerapkan ketentuan tersebut dalam
pelayanan perkawinan dengan alasan belum menemukan dasar fikih yang
cukup kuat. Sebaliknya, KUA di Kota Padang justru tetap menjalankannya
secara konsisten dalam proses pencatatan perkawinan. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam Tahun 2021 di KUA Kota Padang serta menilai sejauh mana urgensinya
jika ditinjau dalam perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan aparatur KUA di Kota Padang, dan data sekunder diperoleh
melalui studi dokumentasi baik dari salinan Surat Edaran, kitab fikih/ushul
fikih,buku-buku yang relevan, skripsi, artikel ilmiah dan peraturan perundang-
undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam tahun 2021 dilaksanakan secara penuh dan konsisten oleh
KUA di Kota Padang. Hal ini dikarenakan KUA di Kota Padang menyadari
eksistensinya hanyalah sebagai pelaksana kebijakan dari regulasi yang
ditetapkan oleh pimpinan. Namun pelaksanaan SE ini tidak serta merta hanya
karena kesadaran KUA terhadap eksistensinya, namun juga karena KUA
melihat adanya kemaslahatan dalam SE ini sehingga SE ini urgen untuk
diterapkan. Dalam perspektif maslahah, terdapat dua alasan utama yang
menguatkan urgensi penerapannya. Pertama ketentuan ini memaksa duda
untuk tidak dapat menikah dengan perempuan lain hingga idah mantan
istrinya berakhir, sehingga potensi dan peluang terjadinya rujuk lebih besar
dan yang kedua SE ini sebagai instrumen yang hadir untuk menjaga dan
memastikan perlindungan terhadap hak istri dalam praktik poligami yang
telah dijamin oleh undang-undang perkawinan.

Kata kunci : Surat Edaran, Kantor Urusan Agama, Maslahah.
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ABSTRACT

The issuance of Circular Letter Number P-005/D].1lI/HK.00.7/10/2021
concerning marriage during a wife’s idah, issued by the Director General of
Islamic Community Guidance of Kementerian Agama Republik Indonesia, has
generated both support and criticism among the public. This is because the
Circular Letter stipulates a prohibition for widowers from marrying another
woman until the idah period of their former wife has ended. In Islamic law,
however, a widower is permitted to marry another woman without waiting for
the completion of his former wife’s idah, as long as there is no legal impediment
(mani’syar’i). On the other hand, the legal status of a circular letter is essentially
an administrative instruction addressed to internal officials, not a statutory
regulation binding directly on the public. Yet in this Circular Letter, its provisions
appear to restrict the rights of widowers to remarry before the idah period of
their former wife ends, giving the impression that it carries legal force equivalent
to legislation. Its implementation in practice is also inconsistent. KUA (Kantor
Urusan Agama) of Siantan District, Riau Islands, chooses not to implement the
provision in marriage services, citing the absence of sufficiently strong figh
justification. Conversely, KUA in Padang City consistently enforces it in the
marriage registration process. This study aims to examine how the 2021 Circular
Letter of the Director General of Islamic Community Guidance is implemented in
KUA Padang City and to assess the extent of its urgency when viewed from the
perspective of maslahah. This research is an empirical legal study employing a
qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with
officials of KUA Padang City, while secondary data were gathered from copies of
the Circular Letter, works of figh/ushul figh, relevant books, theses, scientific
articles, and related statutory regulations. The findings show that the
implementation of the 2021 Circular Letter is carried out fully and consistently
by KUA in Padang City. This is because KUA recognizes its role as the executor of
policies established by higher authorities. However, the application of the
Circular Letter is not merely due to institutional obligation, KUA also perceives
inherent maslahah within it, making its implementation essential. From the
maslahah perspective, there are two main reasons reinforcing its urgency. First,
the provision prevents a widower from marrying another woman until the idah
of his former wife ends, thereby increasing the possibility of reconciliation
(rujuk). Second, the Circular Letter serves as an instrument to safeguard and
ensure the protection of wives’ rights in polygamous practices, as guaranteed by
marriage law.

Keywords: Circular Letter, Kantor Urusan Agama (KUA), Maslahah.
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